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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional
yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan
administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan
aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait
dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan
outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi
dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.
Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi,
dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan lebih lanjut secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bantul nomor
45 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dimaksud dengan
Peta Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah. Penyusunan Peta Proses Bisnis
merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku
kepentingan.

B. Manfaat dan Tujuan

Tujuan adanya Peta Proses Bisnis Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, akuntabel dan
transparan.

b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai
proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

C. Memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci
mengenai proses bisnis. Pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan
strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian
kinerja dilingkungan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

d. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan

e. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam
mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Manfaat dari Peta Proses Bisnis Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul diharapkan sebagai acuan bagi Sub
Bagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta untuk
mengetahui kesesuaian peta proses bisnis yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan
strategi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantu yang telah ditetapkan.
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A.

1)

BAB I
PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul

Tugas Pokok
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan
melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang
kebudayaan.

2)

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

B.

1)

penyusunan program kerja Dinas;

pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
bidang kebudayaan;

perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;

penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;

pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan
Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;

pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat
Kabupaten;

pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam,
kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;

pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan,
kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;

pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Dinas;

pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul
Visi
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan

berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka
Tunggal lka."



Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang :

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani
dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual,
emosional dan spiritual.

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki
tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai
dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita
tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah
dan mengembangkan toleransi beragama.

2) Misi

a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

b. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

C. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

e. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian
Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.



C. Rencana Tindak Lanjut
Berikut merupakan tabel linimasa Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan penulis :
Tabel 1 Linimasa Rencana Tindak Lanjut

Hari Ke -
1\\2\3\4\5\6 7 8 9 10 11\12 13H14H15 16 17 18

No Aktifitas

Melaksanakan
Pelatihan
Sistem
Informasi
Berbasis
Elektronik
Mempelajari
alur proses
bisnis instansi
yang sudah ada
Melakukan
diskusi dengan
kasubbag

3. | program  dan
pelaporan
terkait alur
proses bisnis
Melakukan
Identifikasi
proses bisnis
subbag
program  dan
pelaporan
Membuat
inovasi alur
proses bisnis
subbag
program  dan
pelaporan
Membuat
laporan dan
6. | presentasi
Rencana
Tindak Lanjut
Seminar

7. | Rencana
Tindak Lanjut




Realisasi Tindak Lanjut

1) Identifikasi Organisasi Perangkat Daerah

a Tujuan organisasi perangkat daerah : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan
budaya daerah.

b. Sasaran organisasi perangkat daerah : Meningkatnya pembinaan kebudayaan
daerah.

C. Indikator tujuan organisasi perangkat daerah : Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.

d. Program organisasi perangkat daerah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
Urusan Kebudayaan.

2) Tabel Identifikasi Proses

Tabel 2 Tabel Identifikasi Proses
'NO PROSES JENIS PROSES KODE PROSES
1 | Penyelenggaraan Keistimewaan | Utama Disbud U.01
Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2 | Pengelolaan Administrasi, Umum | Manajemen Disbud M.01
dan Kepegawaian
3 | Pengelolaan Program dan Manajemen Disbud M.02
Pelaporan
4 | Pengelolaan keuangan dan aset | Manajemen Disbud M.03
5 | Peningkatan Sarana Pendukung Disbud P.01
dan Prasarana
6 | Pelayanan dan Informasi Publik Pendukung Disbud P.02
7 | Kerjasama dan Koordinasi Pendukung Disbud P.03
3) Tabel Identifikasi Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

Tabel 3 Tabel Identifikasi Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

PROSES

Pengelolaan Program dan

Pelaporan

SUB PROSES

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

KODE SUB PROSES
Disbud M.02.01

Evaluasi

Kinerja

Perangkat Daerah

Disbud M.02.02




4) Pemetaan Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

Pemerintah

PETA FROSES BISNIS DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL

Dukungan manajemen dan pengavwas an

PROSES UTAMA

Disbud U.01
Penyelenggarazn

Keistimewaan Yogyakara ¢
Urusan Kebudayaan
PROSES MANAJEMEN E
7
S o Disbud M.02 Disbud M.03 =
Engelo alj::'"ummm' =, Pengelelaan Program dan Penpgelolaan keuangan dan =
dan Kepegawsian FriiEn == E
=
m
2
3
3
PROSES PENDUFUNG o
Disbud P.01 Dishud P.02 Dishud P.03
Peningkatan Sarana Pelayanan dan Kaqasama dan
dan Prasarana Infermasi Publik koordinasi

Pemerintah

Pelaku Seni dan
masyarakat

Tautan : https://viewer.diagrams.net/#G15r6r\'WYvhpQOiDI5gCIlzbJc60SOCxpubv-

Gambar 1 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul


https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv-

5) Peta Sub-Proses :

Pengelolaan Program dan Pelaporan

Pemeriniah

Disbud M.02

Pengelolaan Program dan Pelaporan

Disbud M.02.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Parangkat Dasrah

Disbud M.02.02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Gambar 2 Peta Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

Customer &

Pemeriniah

Tautan : https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpQiDI5gClzbJc60SOCxpubv-



https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv-

6)

Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.01

| -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
3| Undeng-undang Repubs indcres Nomor 13 Tanun 2012 tentang Kestmenaan Daera lstmena Vogyakara (Leraran Negara Resubik nconesia Tonun 2012 Nomar 170, Tambanan Lerosran Negara Resui indanesia Namor 5339
‘Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587) sebagaimana lelah diuban beberapa kali lerakhir dengan UndangUndang Nemor 11 Tahun 2020
| tentang Cipta Kz (Lembaran Negare Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Paraturan Mentari Datam Nagarl Nomor 85 Tahun 2017 tantang Tata Cara 0 san Evaluasi Daaran, Tata Cara Evaluasi Rancangan Paraturan Daaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daarah dan Rencana Pambangunan Jangka Manengan
i Dasrah. serta Tata Cara Perubahian Rencana Pembangunan Jangka Paniang Dasrah, Rencans Pembangunan Jangka Menengah Dasrah, dan Rencans Keria Pemeriniah Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2017 Nomor 1213),
S
K
Dokumen Perencanaan
z D] Rerja
a A
T
55 onetapan™ T
L
Tesk o>
~ :
Pembentukan T | ( ) @ R S :
@n Tan , i
Penyusunan e Menyusun Rancangan Pelaksanaan Forum S ree i
Dokumen e e Dokumen Perencanaan: Parangkat Daerah e
P cara Isu terkait gl Perencanaan Perencanaan
= _ A J X .
2
3
= S
a i Pelaksanaan Forum i ‘ Penyampaian
=g Peranghat Daerah Konsultasi ‘ [Dokumen Perencanaan
2 ) S -
£
4
g
E
- )
H Pelaksanaan Forum
H Perangkat Dagran
E
H Pelaksanaan Forum
H Peranghat Dasrah
i
'
i
Desa Acaluranan
= Pamr Budaya
%
Rintisan Deta Budzya
2
E Kurangnya SOM analis perencanaan

Gambar 3 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.01
Tautan : https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWWYvhpQiDI5gCIlzbJc60SOCxpubv-



https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv-

7) Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.02

§|  Undana-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4723)
= Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
B| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
&| idengan UndangUndang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 feniang Tata Cara dan Evalua: Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraiuran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2| idan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 'Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keria Pemerintan Daerah (Lembaran Negara
#| Republikindonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
I [ E-Sakip Bantul ] [ Kenes ]
=
3
=
Serapan Anggaran Laporan Pelaksanaan
. Belanja Kegiatan Serapen Anggaran Kegiatan Dana Keisimewaan
2 APED gan Danais Belanja Kegiatan Danais egiatan Dana Keistimewaa
a (Danais)
H ( ) P o E N
H ] Rapat Evaluasi - Porsatupan™> : Tindak lanjut hasil
i { Kinerja ~0 evaluasi
£ : 4
g ! :
s ]
i 1
£ i Menghimpun data ) ( ! P
2 dan dokumen Rapat Evaluasi e il ’ )
pendukung evaluasi Kineria o —»{ | Tindak aniut hasi
§ kinerja Lals evaluasi
L J L §
3
2
4
8 =
= § P
s |= @ - ~
= Menyiapkan data dan Rapat Evaluasi Tindak lanjut hasil | |
H dokumen pendukung Kinerja evaluasi
2 evaluasi kinerja J
8 L J
= . J
k]
3
]
[
2
= N
Penyampalan laparan
evaluasi kinerja
~
" Pelaksanaan evaluasi
E Kkinerja Perangkat
i Daerzh
H
. J
Desa Kalurahan
z Pamor Budaya
2
Rinfisan Desa Budaya
2
] Dokumentasi dan arsip
3 data tidak rapi

Gambar 4 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.02
Tautan : https://viewer.diagrams.net/#G15r6r\'WYvhpQOiDI5gCIlzbJc60SOCxpubv-



https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv-

E. Hambatan Rencana Tindak Lanjut

Dalam proses penyusunan Rencana Tindak Lanjut, terdapat beberapa hambatan
yang ditemui, antara lain:

a. Data yang kurang akurat

Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat analisis yang tepat
terhadap kondisi proses bisnis yang sudah ada. Hal ini sering terjadi karena sistem
pencatatan serta arsip yang belum terintegrasi atau human error dalam proses
pengumpulan data.

b. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, waktu, maupun
anggaran, dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Rencana Tindak
Lanjut. Sumber daya yang terbatas dapat mengakibatkan penundaan dalam
penyelesaian kegiatan atau bahkan mempengaruhi kualitas output yang
dihasilkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharap dapat dirumuskan startegi
untuk menanggulangi hambatan tersebut. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk
beradaptasi terhadap perubahan juga sangat penting dalam menghadapi berbagai aturan
dinamis yang mungkin muncul di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten
Bantul.
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A.

BAB Il
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan masa implementasi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan,

maka kesimpulan kegiatan ialah proses bisnis yang efektif di perangkat daerah merupakan
kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dan layanan publik yang berkualitas. Melalui
perencanaan yang baik, penggunaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia,
serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, perangkat daerah dapat memenuhi
harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran kegiatan ini ialah sebagai berikut:

Identifikasi dan Prioritaskan Proses Utama: Identifikasi proses bisnis inti yang secara
langsung mendukung tujuan strategis perangkat daerah. Prioritaskan proses-proses
ini untuk fokus perbaikan dan pengembangan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Libatkan pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat, dalam merancang dan mengevaluasi proses bisnis. Pendekatan ini
memastikan bahwa proses yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dan
harapan mereka.

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Berikan pelatihan yang sesuai untuk pegawai
dalam penggunaan teknologi baru dan praktik terbaik dalam proses bisnis.
Pengembangan SDM secara terus-menerus penting untuk memastikan bahwa
mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis
dengan efektif.

Kesinambungan dan Pengembangan Berkelanjutan: Proses bisnis perangkat daerah
haruslah berkelanjutan dan dapat dikembangkan seiring waktu. Evaluasi terus-
menerus dan perbaikan berkesinambungan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa
proses tetap relevan dan efekiif.
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LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT

20 — 22 Mei 2024 | Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pertanian DIY |
Pelatihan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Angkatan 2

23 Mei — 10 Juni 2024 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul |
Implementasi RTL di unit kerja masing-masing : Identifikasi dan merencanakan peta proses bisnis
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28 Mei 2024 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul |
Implementasi RTL di unit kerja masing-masing : Diskusi peta proses bisnis dengan Kasubbag Program dan Pelaporan

v @ Proses Bisnis Dinas Kebudayas: X K@ pptR

X
€« c 25 app.diagrams.net/#G15r6r-WYvhpOiDI5qClzblc60SOCxpuby-#%7| d ® Stop share w H
@ Newob [l Scoring] HackerRank M Kotk Masuk (154) ~.. (&} Menghapus Orang.. @ ».

Proses Bisnis Dinas Kebudayaan.drawio
file Edit View Arange Extras Help Lastch

B~ wx~- @a =

ur Rahmah Sri Wijayanti

&

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran N
#Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesi
wdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tanun 2017 tentang Tata Cara g Gan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
idan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka hene: a

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1
[ E.sokp S ] [ Kenes ]

e i
Heapom @ -

* Scratchpad @ + £ %

Standar Regulasi 1

~ General

Serapan Anggaran

Belanja Keglatan APBD Setanja Kegiatan Danais

Data

T

i z
/77 e
¥ | < Persetujuan H
——t ey e e 5 £ | H
I :
¥ Misc a H
gl i
+ More Shapes .

Peta Sub Proses  Perencanaan Evaluasi ~  Pagel

19 Juni 2024 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul |
Seminar Implementasi RTL

14



A






